BAB II

LANDASAN TEORITIS

I. Jual Beli Menurut Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata,
oleh karena itu memiliki keterkaitan yang sangat erat.
Hukum dagang merupakan peraturan-peraturan yang mengatur
masalah-masalah perdagangan atau soal-soal yang timbul
karena tingkah laku manusia dalam perniagaan (Hamzah Ya’-
gqub, 1984 : 16).

Sedang arti perdagangan atau perniagaan pada umumnya
ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada
suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada
waktu yang berikutnya dengan maksud memperoleh Kkeuntungan
(C.S.T. Kansil : 1992).

Kata jual beli dalam kamus Bahasa Indonesia terdiri
atas dua suku kata yakni "jual" berarti menjual : memberi-
kan sesuatu dengan mendapat ganti uang (Poerwadarminta,
1976 : 432). Dan kata "beli" yang berarti memberi : mem-
peroleh sesuatu dengan membayar uang (Poerwadarminta, 1976
: 112). Sedangkan kata jual beli menurut hukum dagang
ialah :

Jual beli menurut Djoko Prakoso, SH ialah
Suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang

satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak
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milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si
pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri
atas sejumlah uang sebagai imbalan dari memperoleh
hak milik tersebut (Djoko Prakoso, SH : 1987).

Sedang jual beli menurut Richard C. Lipsey :
Pertukaran antara barang dengan uang untuk mendapat-
kan laba (Richard C. Lipsey, Terjemahan Anas Sidik :
I).
Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa jual beli menurut Hukum dagang :
Perjanjian atau pertukaran timbal balik dimana pen-
jual berjanji untuk menyerahkan barang sedang si
pembeli membayar harga atas barang dengan uang untuk

memperoleh keuntungan.
II. Jual Beli Menurut Hukum Islam

A. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli dalam hukum Islam dikenal dengan al-

bai’ ( z_'. “). Pengertian al-bai’ ( TZTT”J\) menurut
bahasa :
Je a1

(Ash-Shan’ani, tt III : 3)
(Pemilikan suatu harta dengan harta).
Menurut Sayyid Sabiq :

(Sayyid Sabiqg, III : 126)
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{Saling menukar (Pertukaran)}.
Menurut Imam Tagiyuddin :
VL G AR PR
(Imam Tagiyuddin, tt I : 454)
(Memberikan sesuatu dalam rangka menerima sesuatu)

Dari tiga pengertian tersebut di atas, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa jual beli menurut bahasa adalah
Menukar atau memberikan sesuatu materi (benda) dalam rangka
menerima materi (benda) yang lain untuk dimiliki.
Pengertian jual beli menurut istilah

Imam Tagiyuddin mendefinisikan jual beli menurut
istilah sebagai berikut :

@JJD)Kde_f:’J1
(Imam Tagiyuddin, tt, I : 454)
(Penukaran harta atas penyerahan barang dan penerimaan
barang untuk di tasharufkan dengan ijab gobul sebagaimana
cara yang diizinkan oleh syara’).

Sayyid Sabig mendefinisikan dengan :

wesn Il fe ol o Ll e e e deadsl
A__s OJ:U\ d——’.sj\gst‘

(Sayyid Sabiq, III : 126)
(Tukar menukar harta dengan harta yang lain atas dasar rela
sama rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan

suatu ganti menurut cara yang dibenarkan oleh syara’).
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Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy sebagai berikut :
/th/") Q‘O/ - //\./,‘L') A
03" u\._./;.._..l/\ K- ’LU}'L"\ ry—c-&u

P A
uAj‘gJ&&—K_:—J l
—

A

(Hasbi Ash Shiddieqy, 1974 : 85)

(Agad yang terdiri atas dasar penukaran harta dengan harta
lalu terjadi penukaran milik secara tetap).

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat diambil
suatu kesimpulan bahwa jual beli menurut istilah adalah :
Penukaran atau pemilikan harta (barang) dengan mendapat
ganti yang lain sehingga terjadi penukaran milik secara
tetap dengan dasar saling merelakan dan ditasarrufkan

dengan ijab gobul sesuali cara-cara yang dibenarkan oleh

syara’.
B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli ditegaskan dalam al-qur’an -
as-sunnah, serta ijma’ ulama’ (kesepakatan para ulama’
hukum Islam).

1. Dalam al-qur‘’an diterangkan oleh Allah swt.
~ e e
Al s N s 7 A
G 2y AL NG S50 i

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(Al Baqarah : 275)

Y o e Aipctrga gt

e ,,
Coca. e ;x,/@sf:@ﬁju 2%
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan 3jalan yang bathil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka diantara kamu." (An Nisaa’ : 29)

\L_)\ 6 OB 223 S MG
(VW o) &i:éu “Z

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuama-
lah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya." (Al Bagarah : 282)

2. Landasan As-sunnah sebagai dasar hukum jual beli antara

¢ Ay, o) szg }:‘Z}é D ﬁ%éﬁﬂf@ é\:

"Dari Rifa’ah bln Rafi’ bahwasanya Nabi saw. ditanya
Apa pencaharian yang lebih baik? beliau menjawab
seseorang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap

jual beli yang bersih." (HR. Bazzar dan dishahkan
oleh Hakim) (Ibnu Hajar Al Asqgolani, Terjemahan A.
Hasan, 1988, : 384) B.m -

‘\S‘é-'—J /- -ow\/w& O‘qu (3_9&.@3 LJ/

(émgcsam Voo )

"Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama-

sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para

syunada‘.¥% (HR. Tirmidzl dan Hakim)

aéf?rmld21' tt, III : 515)

3. Landasan Ijma’ Ulama’

Para ulama’ sepakat mengenai kebolehan berjual beli
(dagang), sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak
zaman Nabi saw. hingga masa kini (Hamzah Ya’qub, 1984 :35).

Dalil-dalil tersebut di atas menjelaskan bahwa perha-

tian Islam terhadap bidang perdagangan tidak kalah dengan
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perhatiannya terhadap bidang-bidang mu’amalah lainnya.
Sebab adanya kaidah-kaidah tersebut adalah untuk menghan-
tarkan kehidupan manusia yang baik di dunia maupun di
akhirat. Bahkan boleh dikatakan bahwa masalah perdagangan
dalam Islam dianggap sebagai suatu bagian dari amal ibadah.
Sebab dalam praktek perdagangan banyak aturan-aturan yang
berupa halal dan haram yang harus ditaati. Oleh karena itu
perdagangan bukan saja halal melainkan mulia apabila dila-
kukan dengan jujur dan benar sesuai prinsip-prinsip agama

Islam.

C. Syarat Rukun Sahnya Jual Beli

Yang dimaksud dengan rukun yaitu : suku yang terpen-
ting dari suatu hakikat, sedangkan syarat adalah : sesuatu
yang dipandang sah rukun dengan adanya syarat itu (Prof.
Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1968 : 324). Adapun syarat
sahnya jual beli adalah sebagai berikut

Menurut Ali Fikri rukun jual beli itu ada tiga :

1. Adanya Sighat (Asu) yaitu ijab gobul

2. Adanya Agid (Jksks) yaitu penjual dan pembeli

3. Adanya Ma’qul ‘alaih (kalsgtﬁiaf) yaitu uang/harga dan
barang yang diperjualbelikan (Ali Fikri, 1938, 28).

Pendapat tersebut dirinci oleh Abdur Rahman al jaziri
dalam kitabnya kitabu al-fighi ala madzahihibi al-‘arba‘ah,
bahwa syarat rukun jual beli itu ada enam :

1. Penjual
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2. Pembeli

3. Uang (alat/harga untuk membeli)

4. Barang yang dijual

5. Ijab

6. Qobul (Abdur Rahman al jaziri, Terjemahan Drs. H. Moh.
Zuhri, Dipl. tafl dan Drs. A. Ghazali).

ad. i. Sighat (A%.2) yaitu kalimat ijab dan gobul.

Yaitu dua hal yang dengannya akad akan terjadi yang
disebut dengan sighat akad (ijab dan qobhl). Sedangkan
sighat merupakan pernyataan dari masing-masing pihak yang
melakukan jual beli (penjual dan pembeli) sebelum dilakukan
pemindahan hak milik (barang yang diperjualbelikan) dan
disebut juga "ijab gobul" ijab merupakan perkataan penjual
vyang merupakan tanda jadi menjual barangnya dengan harga
tertentu, melalui pernyataan seperti "Saya jual barang ini
dengan harga sekian" sedang gobul merupakan perkataan
pembeli sebagai tanda "jadi" membeli barang dengan harga
tertentu melalui pernyataan seperti "Saya terima (saya
beli) dengan harga sekian.® (K. Abdul Djamaii, 1997, 151-
152).

Adapun syarat-syarat sighat menurut Syeih Zainuddin
yaitu :

a. Antara ijab dan gqobul tidak terpisah dalam waktu yang
lama.
Misalnya : Jika penjual menyatakan ijabnya tetapi pembe-

1i diam, lalu mereka berpisah dan pembeli datang lagi
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untuk menyatakan gobulnya, maka hal tersebut bukan
merupakan ikatan bagi penjual.

Antara ijab dan gobul tidak dimasuki kata-kata aj-nabiy
(kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya).

Misal : Jika penjual menyatakan ijabnya, tetapi pembeli
tidak menjawab bahkan menawar barang yang lain maka jual
beli pada barang yang pertama dianggap belum terjadi.
Hendaklah antara keduanya mempunyai makna yang berse-

suaian, walaupun lafadznya berlainan.

Misal : Penjual berkata "Saya jual barang ini kepadamu
dengan harga Rp 1000,-" Kkemudian pembeli menjawab "Saya
terima barang ini dengan harga Rp 500,-" maka akad

tersebut tidak sah.

Tidak berta’lik (Tidak tergantung pada suatu kejadian).

Misal : Penjual berkata "Saya jual rumah ini kepadamu

setelah saya menikmatinya setahun lagi."

Tidak dibatasi waktu perikatannya.

Misal : Penjual berkata "Saya jual barang ini kepadamu

hanya dalam waktu satu tahun."

(Syeih Zainuddin, Terjemahan KH. Moh. Anwar, I : 767)
Adapun mengenai keberadaan akad (transaksi) Jjual

beli :

Abu Hanifah mempunyai dua pendapat, (1) Tidak disya-

ratkan ijab dan gobul, baik terhadap barang-barang yang

berharga (harganya banyak) maupun terhadap barang yang

harganya murah. (2) Disyaratkan adanya ijab gobul pada
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barang yang harganya banyak, tidak pada yang berharga
murah, Imam Ahmad berpendapat disyaratkan ijab gobul pada
barang-barang yang berharga banyak, tidak pada barang yang
berharga sedikit.

Menurut Imam Malik, bahwa tiap-tiap yang dipandang
urf/kebiasaan sebaaai tanda peniualan dan pembelian, menja-
di sebab bagi sahnya jual beli tersebut (Hasbi As shidiqi,
1991 : 362).

Imam Syafi’i berpendapat bahwa jual beli dapat terja-
di baik dengan kata-kata/lafadz yang jelas maupun kinayah /
kiasan (Ibnu Rusdy, Terjemahan Abdur Rahman dan A. Haris,
III : 95).

Kemudian tentang waktu terjadinya ikatan jual beli
menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan para pengikut kedua-
nya, serta golongan fugoha’ Madinah, bahwa ikatan jual beli
sudah terjadi dalam majelis, meski kedua belah pihal* belu—
berpisah, sedang Imam Syafi’i, Ahmad, Ishag, Abu Tsaur,
Daud dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat, mengatakan bahwa
jual beli terjadi (sudah mengikat) dengan terjadinya perpi-
sahan antara kedua belah pihak yang melakukan akad dari
majelis, jika keduanya belum berpisah maka jual belinya
tidak terjadi dan mengikat (Ibnu Rusyd, Terjemahan Abdur
Rahman dan A. Haris, III : 96).

Sighat/pernyataan akad dalam transaksi 3jual beli

termasuk rukun jual beli, berdasarkan firman Allah swt.

RPN Py (o e Lrer BN (o




19

s - o“/’.'//u

) . . -
{ {4 s\ : ,c,-g‘ s o, <

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

suka diantara kamu." (An nisaa’ : 29)

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpu-
lan, bahwa sighat atau akad dalam transaksi Jjual beli
disyaratkan ada terhadap barang-barang yang berharga (har-
ganya banyak), dapat berupa ucapan/perbuatan yang sudah
menjadi urf/kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan
sudah menjadi mengikat antara kedua belah pihak yang mela-
kukan akad meskipun mereka belum berpisah dari majelis.
ad. 2. Aqid.{JfétZ) Yaitu Penjual dan Pembeli.

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua belah
pihak (sebagai subyek) yaitu adanya penjual dan pembeli,
yang dalam figh Islam disebut aqid/’agidaini.

Dalam pelaksanaan jual beli, pada dasarny ti- X
semua orang dapat melaksanakan, kecuali adanya syarat-
syarat. Adapun syarat-syarat untuk keduanya menurut Hamzah
Ya’kub ada 3 yaitu :

a. Agil (berakal) : berakal, tidak hilang kesadarannya
b. Mumayyiz : dapat membedakan (yang baik dan yang buruk)
c. Mukhtar : bebas atau kuasa memilih.
(Hamzah Ya’qub, 1984 : 79)
a. Agqil (berakal)
Bagi setiap orang yang melakukan kegiatan jual beli

hendaknya mempunyai pikiran yang sehat. Dengan berpikiran
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sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian permintaan-
penawaran yang dapat menghésilkan kesamaan pendapat. Kalau
akalnya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi
kata sepakat, maka perikatannya tidak sah (R. Abdul Djama-
1i, S.H., 1997, 147).

Adapun perikatan yang dilakukan oleh orang gila yang
dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar
dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada
waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukannya ketika
gila, tidak sah (Sayyid Sabig, Terjemahan H. Kamaluddin A.
Marzuki, XII : 51). |
b. Mumayyiz

Menurut Abdur Rahman Al Jaziri dalam kitabnya fiqih
empat madzhab berpendapat bahwa tidak sah Jjual belinya
anak—-anak yang belum mumayyiz (Abdur Rahman Al Jaziri,
Terjemahan Drs. H. Moh. 2uhri, Dipl. Tafl dan Drs. A.
Ghazali).

Hanabila (madzhab Hambali) berpendapat, sah jual beli
yang dilakukan anak kecil walaupun belum mumayyiz atau
dilakukan oleh orang yang lemah akal tanpa seizin walinya,
pada barang yang rendah nilainya misalnya : membeli
rokok/korek api. Adapun untuk barang yang banyak dan
berharga, tidak sah Jjual beli anak yang belum mumayyiz
tanpa seizin walinya. Anak yang sudah mumayyiz dan orang

tolol sah jual belinya dengan seizin walinya, tetapi pihak
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wali dilarang mengizinkannya tanpa memperhitungkan kema-
slakhatannya (Hamzah Ya’qub, 1984 : 80).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, jual beli
yang dilakukan oleh seseorang yang belum mumayyiz adalah
sah (boleh), tetapi hanya terbatas pada barang-barang yang
harganya murah/nilainya rendah, seperti membheli korek api,
menjual es dan sebagainya, sedang untuk barang-barang yang
harganya mahal harus ada izin terlebih dahulu dari walinya.
Sebab dalam agama Islam tidak ada aturan yang dibuat untuk
mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya, sesuai dengan
firman Allah : . :

L/ " L A
AL - j::,h’ ’@:;gg}gﬁ .‘,’\:&j‘}u\_
. o LS =
"Allah swt. menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kKesukaran bagimu." (Al Bagarah : 185)

c. Mukhtar

Setiap pihak yang melakukan transaksi jual beli
disyaratkan mukhtar, yaitu bebas memilih/bebas melakukan
transaksi jual beli, lepas dari tekanan dan paksaan. Hal
ini sesuai dengan prinsip jual beli, yaitu saling merela-

kan, sesuai dengaﬁ firman Allah dan hadist Nabi saw. :

, 6/
(<‘k l_~__h ) éj(:JSCJabhl,_— C»:Z-q;: ¢4:>£é=—

"Kecuali dengan Jjalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka diantara kamu." (An nisaa’ : 29)

¢ J\JnLe(,«‘ 0‘4, ) Lﬂo\/lll ‘%:;::_Jn:;ﬁ.k

"Sesungguhnya jual beli itu dengan saling merelakan."
(Ibnu Majah, tt, II : 737)
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Jual beli dengan jalan memaksa adalah tidak sah,
kecuali jual beli paksa terhadap harta sendiri dengan cara
hak, yang demikian itu sah. Seperti seseorang itu dipaksa
menjual rumahnya demi perluasan jalan atau pembangunan
masjid atau perkuburan. Atau seseorang dipaksa menjual
barang miliknya untuk membayar hutang, atau memberi nafkah
kepada istri atau kedua orang tuanya (Sayyid Sabiqg, Terje-
mahan H. Kamaluddin, XII : 71).
ad. 3. Ma‘qul ‘alaih (obyek agad).

Yaitu sesuatu yang dijadikan obyek 3jual beli vyang
terdiri dari barang/benda yang diperjualbelikan dan harga /
uang sebagai alat pembayaran. Syarat-syarat jual beli
ditinjau dari ma’qul ‘alaihnya menurut Hamzah Ya’qub adalah
sebagai berikut :

a. Barang yang halal dipergunakan

b. Barang yang bermanfaat

c. Barang yang dimiliki

d. Barang yang dapat diserahterimakan

e. Barang dan harga yang jelas

f. Barang yang dipegang (dikuasai)
(Hamzah Ya’qub, 1984, 87-93).

a. Barang yang halal dipergunakan

Segala sesuatu yang halal dipergunakan menurut syara’
pada prinsipnya boleh diperjualbelikan. Dan sesuatu‘itu
tidak boleh diperjualbelikan bila ada nash syara’ (al

gur’an dan hadist) yang melarang mempergunakan atau memper-
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jualbelikannya, seperti jual beli arak, bangkai, babi dan

sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. :

L;Q\L‘M,_[a sLipedien s
"héj ! 7 “S""/'w/ E;j;;é;; /ﬂ’ /_,"J-&;:,\— A;ﬁ‘
(oo LWy d Wt:& ‘.&\.A Lﬂit..__l(

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging
babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain
Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang
ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali
yang sempat Kkamu menyembelihnya dan (diharamkan
bagimu) yang disembelih untuk berhala.....

(Al Maidah : 3)

Madzhab Hanafiah dan madzhab Dhahiriyah membolehkan
seseorang menjual kotoran binatang dan rabuk-rabuk yang
mengandung najis yang dipergunakan di kebun-kebun dan
didayagunakan untuk bahan bakar dan rabuk (Hamzah Ya‘’gqub,
1984, 88).

Demikian Jjuga diperbolehkan menjual setiap barang
yang najis yang dapat dipergunakan bukan untuk tujuan
memakannya,/meminumnya, seperti minyak yang tercemar najis
sebagai bahan bakar lampu dan sebagainya, barang-barang
tersebut dan sejenisnya boleh diperjualbelikan sekalipun
najis, selagi penggunaannya ada selain untuk dimakan dan
diminum.

" Pada suatu hari Rasulullah saw. lewat dan menemukan

bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbunuh

begitu saja, kemudian Beliau bersabda :



"Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? kemudian
para sahabat berkata : Sesungguhnya kambing itu telah
mati menjadi bangkai Rasulullah menjawab : Sesung-
guhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya."
(Buchori, tt, II : 27)

Dari keterangan di atas dapat diperoleh suatu penger-
tian bahwa sesuatu itu boleh diperjualbelikan jika ia halal
dipergunakan sesuai ketentuan syara’.

b. Barang yang bermanfaat

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi

ini mengandung manfaat, berdasarkan firman Allah swt. :

e
- A NS s ./ TLe s
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"Dia (Allah) yang telah menjadikan segala yang ada di
bumi untuk kamu." (Al Bagarah : 29)

Dengan prinsip ini maka barulah sesuatu itu (benda)
dipandang tidak berguna, jika ditegaskan oleh nash atau
menurut kenyataan berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang
menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya seperti racun,
ganja dan sebagainya.

Jika jelas suatu benda itu dapat merusak/dipergunakan
untuk merusak, maka hukum penjualannya dilarang. Namun
kegunaan benda itu relatif, misalnya racun yang sifatnya
merusak tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melawan hama
tanaman, obat-obat bius (seperti : heroin, morfin dan

sebagainya) dapat dipergunakan oleh dokter sebagai obat
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anti sakit, tetapi juga dapat menimbulkan bencana jika
disalahgunakan oleh masyarakat terutama kalangan remaija.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan,
boleh memperjualbelikan suatu benda bila benda itu ada
manfaatnya dan dapat dipergunakan untuk tujuan yang tidak
menyimpana dari ketentuan svara’.

c. Barang yang dimiliki

Barang yang diperjualbelikan maupun uang yang akan
dipakai sebagai alat pembayaran adalah milik orang yang
melakukan akad/orang lain yang mendapat kuasa dari pemilik
untuk menjual/membayarkannya. Prinsip ini didasarkan pada
kaidah "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang bathil." Dengan kata lain tidak boleh menjual
harta kepunyaan orang lain tanpa izin darinya karena hal
itu merupakan perbuatan yang bathil dan dapat dituntut oleh
pemilik.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Rosulullah saw.
bersabda dalam hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin

Nizam, ia berkata :

PO e s PR s I TS N v 4

"Rosulullah saw. melarangku menjual sesuatu yang
bukan milikku." (Baihaqy, tt, V : 339)

d. Barang yang dapat diserahterimakan
Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah
barang tersebut dapat diserahterimakan. Sehubungan dengan

ini maka tidak dapat diperjualbelikan barang yang tidak ada
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dalam kekuaéaan sekalipun milik sendiri. Misalnya : men-
jual burung yang terlepas dari sangkarnya, harta yang jatuh
ke tangan perampok, barang yang sedang digadaikan dan
sebagainya. Begitu juga menjual susu yang masih berada di
dalam mammae (alat kantong susu), artinya sebelum susu itu
keluar dari kantongnya. Dan tidak boleh menjual wol (bulu
domba) yang masih melekat pada kulit binatang yang hidup,
karena menyulitkan dalam penyerahannya yaitu antara yang
dijual tercampur dengan yang tidak dijual. Sebagaimana

hadist Nabi saw. :
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"Rosulullah saw. melarang menjual “buah hingga nyata

bisa dimakan, dan tidak boleh dijual bulu yang masih

di badan (binatang) dan susu yang di dalam tetek."

(HR. Thobarani) (Ibnu Hajar Al Asgolani, Terjemahan

A. Hasan, I : 405)

Jadi serah terima barang adalah jika barang tersebut
dapat dipindahkan, maka menyerahkan/menerimanya secara
langsung, jika barang tersebut tidak dapat dipindahkan
seperti kebun, rumah dan sebagainya, maka secara takhliyah
(menyerahkan/menerima status pemilikannya secara hukum).

e. Barang dan harga yang jelas

Yang dimaksud jelas bila ditinjau dari segi barang

yang diperjualbelikan meliputi ukuran, jenis, kuantitas,

kualitas dan waktu penyerahan barang tersebut. Demikian

juga bila ditinjau dari segi harga/uang yang dipakal seba-
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gai alat pembayarannya meliputi : besarnya harga, sistim
pembayaran dan waktu pembayarannya.

Namun dalam kenyataannya, banyak juga barang yang
tidak mungkin untuk diketahui kualitasnya secara langsung,
sebab apabila dibuka akan menimbulkan kerusakan pada barang
tersebut, misalnya : telur, barang-barang kimia dalam
tabung, obat dalam botol, makanan dalam kaleng dan seba-
gainya. Ulama’ memasukkan juga dalam katagori ini bahan
makanan dari suatu pohon yang masih tertimbun dalam tanah
seperti : ubi, talas, bawang dan sebagainya. Maka 3jual
beli terhadap barang-barang tersebut diperbolehkan dan
disyaratkan sudah sampai umurnya (sudah nampak kebaikan-
nya).

Dan untuk barang yang dapat dilihat meskipun hanya
sebagian, maka dianjurkan bagi pembeli untuk melihatnya
agar terhindar dari jual beli yang mengandung kesamaran.
Sebagaimana hadist,fabi saw. :

" B
"

"Rosulullah melarang jual beli dengan melempar batu
dan jual beli yang mengandung kesamaran." (HR. Mus-
lim) (Muslim, tt, II : 4)

\o®

Madzhab Maliki berpendapat bahwa kesamaran yang
sedikit, sulitnya melihat keadaan barang pada waktu akad
dan kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka jual

beli dalam keadaan demikian diperbolehkan (Syeh M. Yusuf
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Qordhowi, Terjemahan H. Mu‘’ammal, 1993 : 351).

Kaidah ushuliyah menyatakan :

AL L o A a8

"Pokok hukum atas segala sesuatu (urusan duniawi)
adalah boleh."™ (Abdul Wahab Kholaf, terjemahan
Tolchah M. dan Noer, I, 1983 : 68)

2 /.(n/ ,/La_;h

"Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum."
(M. Anwar, 1988 : 27)

Madzhab Malik dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa
menjual barang yang ghoib (tidak ada pada waktu akad) tanpa
menyebut sifat-sifatnya adalah boleh dengan syarat dilaku-
kan khiyar ru’yah, Abu Hanifah menambahkan, meskipun ru’yah
itu sendiri tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh pembeli
(Ibnu Rusyd, terjemahan A. Rahman dan A. Haris, III : 64-
65).

Pada pokoknya, transaksi dalam hal yang sukar dan
menyukarkan untuk dilihat secara langsung barangnya, di-
perkenankan dengan catatan ada hak khiyar ru’yah, yaitu
masa memperhatikan keadaan barang, menimbang dan berfikir
sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.
Hadist riwayat dari Ibnu Umar ra dari Nabi saw beliau

bersabda : //
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"Sesungguhnya dua orang yang berjual beli boleh
Khiyar dalam jual beli mereka sebelum berpisah."
(HR. Buchori) (Buchori, terjemahan Zainuddin H, II :
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264).

Apabila akad jual beli terjadi, kemudian salah satu
dari kedua pihak yang berakad (penjual dan pembeli) merasa
menyesal dengan akad tersebut, maka mereka juga diberi hak
khiyar untuk membatalkan/meneruskan jual belinya, selama
mereka tidak berjanji tidak ada khiyar (Sayyid Sabigqg,

terjemahan H. Kamaluddin, XII : 101).
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"Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila

ia menjual atau membeli serta didalam menagih

haknya." (HR. Buchori) (Buchori, tt, III : 7)

Untuk barang yang dapat diukur, ditimbang, ditakar
serta dapat dihitung, maka proses tersebut harus dilakukan
sesuai firman Allah swt. :
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"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan
adil." (Al An‘aam : 152)
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"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan
timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang
lebih utama dan lebih baik akibatnya." (Al Israa’ :
35)

Sebaliknya haram mengurangi takaran dan timbangan

dengan peringatan sebagai berikut :
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"Celaka benar, bagi orang-orang yang curang, (yaitu:;0
orang-orang vang apabila menerima takaran dari orang
lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka
menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
menguranginya." (Al Muthaffifiin : 1-3)

Waktu penyerahan barang yang diperjualbelikan Jjuga
harus diketahui, para fugoha’ telah sepakat, bahwa akad
harus diikuti dengan penyerahan barang, adapun penundaan
penyerahan barang beberapa hari setelah terjadinya akad
maka hukum jual beli tersebut batal. Sebab jua beli sema-
cam itu dapat dikatagorikan hutang dengan hutang, dan
dikhawatirkan tidak akan terjadi penyerahan barang (Ibnu
Rusyd, A. Rahman dan A. Haris, III : 66).

Demikian pula terhadap harga pembelian harus diketa-
hui baik mengenai besarnya harga, sistim pembayaran dan
waktu pembayaran. Penentuan besarnya harga atas barang
harus dilakukan dengan cara yang wajar agar penjual tidak
menjadi dzalim dan juga tidak menjerumuskan pembeli.

Islam memberikan kebebasan dalam menentukan harga dan
menyerahkan kepada pelakunya (penjual dan pembeli) selaras
dengan hukum permintaan dan penawaran, sesuai sabda Rosu-

lullah saw. yang menolak menentukan harga ketika harga-

harga di pasaran sedang naik :
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“Sesun guhnya Allahlah yang menentukan harga, yang
mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rizki, saya
berharap bertemu Allah (kelak) dalam keadaan tidak
seorangpun dari kamu menuntutku tentang kedholiman

dalam darah maupun harta." (HR. Tirmidzi) (Tirmidzi,
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tt, IIT : 606)

Persaingan sesama muslim dalam jual beli ditinjau
dari segi moral bukanlah akhlaqg yang terpuji, karena hal
itu dapat menimbulkan pertentangan, iri hati dan meregang-
kan ukhuwah Islamiyah, misalnya seseorang sedang tawar
menawar suatu barang, kemudian datang pihak ketiga menyo-
dorkan barangnya dengan harga yang lebih murah/datang
menawar barang yang sedang ditawar orang lain dengan berse-
dia membayar lebih tinggi. Perbuatan tersebut dilarang

berdasarkan penegasan Rosulullah saw.
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"Janganlah seseorang (menyaingi) jualan saudaranya."
(HR. Muslim) (Muslim, tt, II : 4)
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"Janganlah seorang muslim menawar tawaran
saudaranya." (HR. Muslim) (Muslim, tt, II : 5)

Ulama’ sependapat bahwa bentuk jual beli seperti itu
adalah haram dan pelakunya dianggap berbuat maksiat. Cara
seperti itu berbeda dengan sistim "Muzayadah" (lelang).
Jual beli muzayadah tidaklah terlarang, karena Rosulullah
saw. sendiri pernah melakukannya menurut riwayat Ahmad dan

Ashabul Sunan :

"Hasan meriwayatkan dari Anas bahwa Rosulullah saw.
pernah membeli kain sprei dan gantang. Dan Beliau
berkata : "Siapakah yang mau membeli kain sprei dan
gantang ini?" Lalu seseorang menyahut : "Saya mau
membeli keduanya dengan satu dirham." Lalu sabdanya:
"Siapa lagi yang mau menambahnya lebih dari satu
dirham?" Lalu seorang memberinya dua dirham, dan
dibelinya kedua barang itu dari beliau." (HR. Ahmad)
(Hamzah Ya’qub, 1984 : 160-161)
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Disamping harus terpenuhi syarat-syarat yang telah
disebutkan di atas, maka sistim pembayarannya harus diketa-
hui pula. Apabila dilakukan secara tunai (kontan) maka

tidak perlu ditulis/dicatat, berdasarkan firman Allah :
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"Kecuali perdagangan tunai yang kalian Jjalankan
diantara kalian, maka tidak mengapa kalau kalian
tidak menuliskannya." (Al Bagarah : 282)

Tetapi bila tidak dilakukan secara tunai maka disya-

.

ri’atkan tertulis, sesuai firman Allah swt. :
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"Hai orang-orang yang beriman, apablla kalian menga-

dakan suatu perikatan (bermu’amalah) tidak secara

tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah

kalian menuliskannya." (Al Bagarah : 282)

Penulisan ini disyari‘atkan untuk mencegah terjadinya
penipuan dikemudian hari. Karena tidak mustahil salah satu
pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama
dengan tujuan memperoleh keuntungan sendiri. Tetapi dengan
adanya surat-surat bukti yang diperkuat dengan saksi-saksi,

maka pihak yang berniat jahat itu akan mengalami kesulitan

dalam melakukan penlpuan. Berdasarkan firman Allah swt. :
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"...Dan janganlah kamu jemu menulis hutang 1tu, baik

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.
Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih
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tidak menimbulkan keraguan diantara kalian... (Al

Bagarah : 282)

Apabila orang yang melakukan jual beli itu saling
mempercayai dengan didasarkan sifat ( ) saling
merelakan, berdasarkan adat kebiasaan yang mereka lakukan
maka, mereka tidak membutuhkan pencatatan dalam transaksi
tersebut.

Jika terjadi sengketa antara pihak penjual dan pihak
pembeli, maka masing-masing dituntut untuk mendatangkan
bukti-bukti baik saksi-saksi maupun berupa dokumen. Tetapi
apabila bukti-bukti itu tidak ada, maka kembali kepada

perkataan penjual yang diperkuat dengan sumpah. Sebagaima-

na sabda Nabi saw. :
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"Apabila persellslhan dua orang yang berjual bell,
sedang diantara mereka tidak ada keterangan maka
(yang teranggap) ialah perkataan yang empunya barang
atau kedua-duanya mundur." (Ibnu Hajar Al Asgolani,
terjemahan A.Hasan, 1989, I : 385)

Jika terjadi kerusakan pada barang sebelum diserah-
terimakan maka :

- Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserah-
terimakan akibat perbuatan si pembeli, maka Jjual beli
tidak menjadi ' fasakh, akad berlangsung seperti sedia
kala. Dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh
bayaran (penuh), karena ialah yang menjadi penyebab

kerusakan.
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- Jika sebagian barang rusak lantaran perbuatan si penjual,
pembeli tak berkewajiban membayar terhadap kerusakan
tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh) dia boleh
menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.

Bagi barang yang rusak setelah berlangsungnya serah
terima, maka menjadi tanggung Jjawab si pembeli, dan ia
wajib membayar semuanya jika tidak ada alternatif dari
penjual. Dan jika ada alternatif pilihan dari pihaknya,
maka si pembeli mengganti harga barang atau menggantinya
dengan yang serupa (Sayyid Sabig, terjemahan H. Kamaluddin,
XII : 95-96).

f. Barang yang dipegang (dikuasai)

Syafi’iyah berpendapat bahwa barang apapun baik yang
dapat dipindahkan (mangqulah) maupun yang tidak bergerak
tidak sah dijual sebelum ditangani. Begitupun apabila
pembayaran sudah diterima oleh si penjual dan ia sudah
mengizinkan untuk mengambil barangnya, tetapi barangnya
belum diterima oleh si pembeli, lalu si pembeli itu mencoba
menjual barang itu kepada orang lain, maka jual beli itu
batal (Dr. H. Hamzah Ya’qub, 1984 : 96).

Imam Malik berpendapat, hanya makanan saja yang tidak
boleh dijual sebelum ditangani, khususnya makanan yang
ditakar atau ditimbang, sedangkan makanan yang ditaksir
(tidak diukur) misalnya : setumpuk gandum boleh dijual
sebelum ditangani. Selain itu tidak ada halangan menjual-

nya sebelum ditangani. Sebagaimana sabda Nabi saw. :
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"Rasulullah saw. telah bersabda : Barang siapa membe-
1i makanan, maka janganlah ia jual sebelum ia meneri-

ma sukatannya." (HR. Muslim) (Ibnu Hajar Al asgolani,
terjemahan A. Hasan, 1989, 391-392)
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Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan menjual
barang yang belum dipegang tidak menyangkut seluruh barang,
melainkan khusus berlaku pada barang-barang yang dapat
dipindahkan. Jadli barang-barang tetap seperti : sawah,
rumah dan sebagainya hukumnya boleh (Dr. H. Hamzah Ya’qub,
1984 : 95).

Hikmah larangan syara’ menjual barang yang belum
ditangani ialah untuk kemaslakhatan semua pihak yang mela-
kukan traﬁsaksi, terhindar dari kesamaran, resiko kerugian

dan pertentangan yang tidak diinginkan.



